
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS FEI.AKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PE.JABAT NEGARA DAN
PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

BIS MILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIFI LAGI MAHA PEI{YAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal lT ayat t}l
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20122 tentang pemberian
T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima ?unjangan
Talrun 2022, perlu menetapkam Peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Petunjuk reknis Pelaksanaa"n Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji l(stiga Belas kepada Aparatur Negara, pejabat
Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belaqia Kabupaten Aceh Utara;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tatrun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten datam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1Og2)

2. Undang-Undang Nomor LY Tahun 2OO3 tentaag Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a186);

3. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan
Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355|;

4. undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2CI14 tentang Pemerintahan
Daerah {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2A tentang Cipta
Keda (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OZ2 ter:tarrg Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tent ng
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ;1s.iga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima pensiun, penerima
Tunjangan Tahun 2O22 (l*mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O22 Nornor 98, Tambahan tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6787);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2O20 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Utara Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 54 Tahun 2O2l ter;iang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PE"IABAT NEGARA
DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022 YANO BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ACEH UTARA.

BAE} I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur
penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang
terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Utara.

2. Pegawat Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.
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4. Pejabat Negara adalah :

a. Bupati Aceh Utara dan Wakil Bupati Aceh Utara;
b. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang
selanjutnya disebut Anggota DPRK adalah Dewan perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih
melalui Pemilihan Umum.

6. Penerima Ttnjangan adalah warga negara yang memenuhi
persyaratan tertentu untuk menerirna penghargaan dan/ atau
penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan.

7. Anggalrarl Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah
yalg ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara.

8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SpM

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk
untuk mencairkan daaa yang bersumber dari Daftar
Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut Sp2D
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara
Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berdasarkan
SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BET,AS

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memberikan Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas ?ahun 2O22 kepada Aparatur Negara
dan Penerima T\rnjangan sebagai wujud penghargaan atas
pengaMian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

(1) Aparatur Negara sebagaim6l6 dimaksud dalam pasal 2 terdin
atas :

a. PNS dan Calon PNS;
b. PPPK; dan
c. Pejabat Negara.

(2) PNS sebagaima dimaksud pada ayat {l} huruf a termasuk :

a. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di
dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan
oleh instansi indukrrya; dan

b. PNS yang Diberhentjkan Sementara dan gajinya masih
dibayarkan.
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(3) Aparatur Negara terrnasuk:
a. Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat Kabupaten;
b. Pimpinan Badan Layanan umum Daerah yang terdiri atas:

1. Dewan Pengawas; dan
2. Pejabat Pengelola.

c. Pegawai Non-Pegawai Aparatur sipil Negara yang bertugas
pada instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan I"ayanan Umum Daerah.

(a) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c
terdiri atas:
a. Bupati dan Wakil Bupati;
b. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh undang-undang.

{5) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
yaitu Janda/Duda, Anak, atau orang Tba penerima Tunjangan
atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari pNS atau
Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TUnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga tselas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada pNS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam hal:
a. sedang Cuti di luar tanggungan negara; atau
b. sedang ditugaskan di luar negeri yang gajinya dibayar oleh

instansi tempat pellugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Tu{angan Hari Raya dan Gaji Keriga Belas yang anggarannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
a. Gaji pokok;
b. Tunjangan keluarga;
c. Tunjangan pangan dalam bentuk uang;
d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya

darr / atau pangkatnya; dan
e. Tambahan penghasilan paling banyak SO% (lima puluh

persen) bagt Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang
memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan
kemampuan keuangan kapasitas fiskal daerah dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai
jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

(2) Gqii pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a
merupakan gaji pokok sebaggimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan
sebutan lain.

(3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b rnerupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur
dalam peraturan perrrndang-undangan tentang gaji/hak
keuangan atau dengan sebutan lain.

(a) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf
c merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai
tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan
sebutan lain.
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(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
d merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan
atau dengan sebutan lain.

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan
fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan
tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(7) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) merupakan tunjangan jabatan struktural sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang
tunjangan jabatan struktural.

(8) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) merupakan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang
tunjangan jabatan fungsional.

(9) Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d merupalan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

(l)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan
Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4)
huruf a, terdiri atas :

a. Gaji Pokok;
b. Tunjangan keluarga; dan
c. Ttrnjangan jabatan.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji l(s'iga Belas bagi pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara,
paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi,
Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ra}yat Kabupaten Aceh Utara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon pNS terdiri
atas :

a. 8ff/" (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. Tunjangan keluarga;
c. T\rnjangan pangan dalam bentuk uang;
d. Tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat

golongan/ruang; dan
e. Tambahan penglrasilan paling banyak 50plo (lima puluh persen)

bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang memberikan
tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan
keuangan kapasitas liskal daerah dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat,
peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
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Pasal 8

Hari raya dan Gaji Ketiga Belas bagr penerima
sebesar tunjangan yaag diterima oleh penerima
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Keriga Belas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tidak termasuk:
a. tunjangarl pengaman;
b. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau

tunjangan kehormatan;
c. tambahan penghasilan bagr guru pNS;

d. tunjangan pengabdian bagi PNS yalrlg bekerja dan bertempat
tinggal di daerah terpencil;

e.tunjangan atau insentif yarrg ditetapkan peratura-n perundang-
undangan; dan

f. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya.

Pasal 1O

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud daram pasal 2,
dibayarkan paling cepat 10 {sepuluh} hari kerja seberum
tanggal Hari Raya.

{2) Dalam hal runjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat
dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni
mengikuti ketentuan sebagnimarra dimaksud dalam Pasal s
sampai dengan Pasal 8 dengan didasarkan komponen
penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun ZAZZ.

Pasal 11

(U Gaji l4stiga Belas sebageimans dimaksud dalam Pasal 2,
dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.

(2) Dalam hal Gdi Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dapat dibayarkan, Gaii Ketiga Belas dapat dibayarkan
setelah bulan Juli.

(3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal s sampai
dengan Pasal 8 dengan didasarkan komponen penghasilan
yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2AZZ.

Pasai 12

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gqii Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran
dan/atau potongan larir. berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturar perundang-undangan dan
ditan ggung pemerintah.

(3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gqji Ketiga Belas
sebaga imana dimaksud pada ayat (1), dilalukan pembulatan
5sfagaimana mestinya.

Pasal 13

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima
lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya
yang dibayarkan hanya 1 (satu) Thnjangan Hari Raya yang
nilainya paling besar.

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau
sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara
sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari I (satu) Tunjangan
Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya I
(satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

(3) Dafam hal Aparatur Negara dan Pensiunan ssfagaimarl4
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, menerima lebih dari 1

(satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran T\rnjangan
Hari Raya tersebut merupalan utang dan wajib
mengembalikal kepada negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Datam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima
Pensiun dan/atau sebagai Penerima T\.rnjangan, Tunjangan
Hari Raya yang dibayarkan:
a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau

Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 14

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima
Iebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang
dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus gelagai Pensiunan atau
sebalilmya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara
sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari I (satu) G4ji Ketiga
Belas, Gqji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang
nilainya paling besar.

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1

(satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga
Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan
kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4)Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima
Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga
Belas yang dibayarkan:
a. Gaji Kefiga Belas sebaga.i Aparatur Negara; dan
b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/ atau Gaji

Ketiga Belas sebaeai Penerima T\rnj.rngan.
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BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN

GAJI KETIGA BELAS

Pasal 15

Pembayaran Tunjangan Hari Raya darr Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Pasa.l 16

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui
penerbitan SPM langsung oleh Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran melalui rekening bendahara pengeluaran
ke rekening penerima.

(2) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran mengqjukan
SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM G41'i Ketiga Belas kepada
Kuasa Bendahara Umum Daerah.

(3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk
pembayaran Tunjangan Hari Raya menggunakan jenis SPM
sebagai berikut:
a. SPM THR untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya

komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
panga/r, d-an/ atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
dan

b. SPM THR Tambahan Penghasilan, untuk pembayaran
Ttrnjangan Hari Raya komponen tambahan penghasilan.

(4) Penerbital SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pembayaran Gaji Ketiga Belas menggunakan jenis SPM sebagai
berikut:
a. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran Gaji Ke'iga Belas

komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
pangan, dan/ atau tunjangan jabatan atau tu{angan
umum; dan

b. SPM Tambahan Penghasilan Ketiga Belas, untuk
pembayaran Gaji Ketiga Belas komponen tambahan
penghasilan.

(5) SPM untuk pembayarar Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan SPM untuk pembayaran Gaji
Ketiga Belas sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) masing-
masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji, tunjangan,
atau penghasilan bulanan.

(6) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagr pimpinan dan
Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan
Iayanan Umum Daerah yang dibiayai dari sumber dana
Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah
dipertanggungiawabkan melalui mekanisme pengesahan
belanja menggunakan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan
dan Belanja Badan l.ayanarr Umum Daerah (SP3B BLUD).

(7) Pertanggungiawaban SP3B BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan secara tersendiri dan terpisah dari
pertanggungiawaban pembayaran remunerasi bulanan.
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Pasal 17

Kuasa Bendahara Umum Daerah
menerbitkan Sp2D pembayaran
Ketiga Belas berdasarkan S
Anggaran/ Kuasa pengguna An
peraturan perundang-undan gan.

Kabupaten Aceh Utara
Tunjangan Hari Ra-,*a dan Gaji

PM yang diajukan pengguna
ggaran SKPK sesuai ketentuan

KETENTPUffiILNUTUP

Pasal l8
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 202 I tentang petunjuk Teknis
Pelaksanaan kmberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas kepada Apa.ratur Negara, pejabat Negara dan penerima
Tunjyqan Tahun 202 1 yang bersumber dari Arrggaran pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2O2l Nomor l4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peratu ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannl,a dalam
Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Aoril '2022 M

17 Ramadhan 1443 H

Plt. RIS DAERAH
EH UTARA,

AR

19 Apnl 20'22 M
7 Ramadhan I 4113 H

,kH UTARA,

AD THAIB

SET

BERITA KABUPATEN ACEH UTARATAHUN 2022 NOMOR /<'

r-[--.--.-


